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Abstract 

Agrarian conflict remains a structural problem in Indonesia and has the potential to become a social threat at the 

local level. In West Java, land disputes often involve local communities and PT Perkebunan Nusantara (PTPN) as 

large-scale managers, mainly due to overlapping land ownership claims between official rights and de facto control 

by the community. This study aims to analyze the dynamics of agrarian conflicts between communities and PTPN as a 

potential social vulnerability in the region using the perspectives of regional vigilance and conflict management. This 

study applies a qualitative descriptive method through literature review and document analysis. Agrarian conflicts 

between communities and PTPN often develop into latent conflicts characterized by increasing community 

dissatisfaction. The socio-economic dependence of communities on land intensifies the conflict and broadens its impact 

to the social sphere, thereby increasing the potential for regional social vulnerability. These findings confirm that 

agrarian conflicts can be understood as a potential social vulnerability that can be identified early on. 
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Abstrak 
Konflik agraria masih menjadi masalah struktural yang terjadi di Indonesia dan berpotensi menjadi ancaman sosial di 

tingkat lokal. Di Jawa Barat, sengketa tanah kerap melibatkan masyarakat setempat dan PT Perkebunan Nusantara 

(PTPN) sebagai pengelola berskala besar, terutama akibat tumpang tindih klaim kepemilikan tanah antara hak resmi 

dan penguasaan de facto masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik agraria antara 

masyarakat dan PTPN sebagai potensi kerawanan sosial di daerah dengan menggunakan perspektif kewaspadaan 

daerah dan manajemen konflik. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif melalui studi pustaka dan 

analisis dokumen. Konflik agraria antara masyarakat dan PTPN kerap berkembang dalam bentuk konflik laten yang 

ditandai oleh meningkatnya ketidakpuasan masyarakat. Ketergantungan sosial-ekonomi masyarakat terhadap lahan 

memperkuat intensitas konflik dan memperluas dampaknya ke ranah sosial, sehingga meningkatkan potensi kerawanan 

sosial daerah. Temuan ini menegaskan bahwa konflik agraria dapat dipahami sebagai potensi kerawanan sosial yang 

dapat diidentifikasi sejak awal.  

 

Kata Kunci: Konflik Agraria; PTPN; Kewaspadaan Daerah; Manajemen Konflik
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Pendahuluan 

Konflik dalam bidang agraria di sektor 

perkebunan merupakan masalah struktural yang masih 

menjadi tantangan serius dalam pembangunan nasional 

hingga saat ini. Ketimpangan penguasaan lahan yang 

berakar sejak masa kolonial melalui Agrarische Wet 

1870 telah membentuk struktur agraria yang tidak 

seimbang dan eksploitatif. Hal ini kemudian berlanjut 

pada periode pascakolonial dengan pengelolaan tanah 

negara oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Konflik 

tersebut kerap muncul akibat tumpang tindih klaim 

kepemilikan tanah antara masyarakat lokal yang telah 

ada sejak lama dan perusahaan pemegang Hak Guna 

Usaha (HGU) yang mencerminkan lemahnya 

pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat adat 

dan petani kecil  

Berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan 

Agraria (KPA) selama tahun 2024 tercatat sebanyak 

295 insiden konflik agraria di Indonesia dengan total 

luas area yang terdampak melebihi 1,1 juta hektar. 

Konflik paling sering terjadi di sektor perkebunan 

dengan Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang 

menyumbang jumlah kasus tertinggi di Indonesia. 

Salah satu kasus yang paling menonjol adalah sengketa 

Walatra–Pangalengan antara masyarakat lokal dan 

PTPN VIII. Konflik ini tidak hanya mempresentasikan 

sengketa kepemilikan lahan, tetapi juga menunjukkan 

kekerasan struktural akibat ketimpangan distribusi 

sumber daya dan absennya mekanisme mediasi yang 

adil sebagaimana dikemukakan dalam konsep 

kekerasan struktural oleh (Galtung, 1969) 

Peluso dan Lund (2011) menyatakan bahwa 

konflik yang berkaitan dengan sumber daya tidak selalu 

berasal dari masalah legalitas formal, melainkan dari 

kemampuan individu untuk mendapatkan, mengontrol, 

dan menjaga akses terhadap sumber daya tersebut. 

Dalam situasi konflik agraria yang melibatkan PTPN, 

masyarakat setempat sering kali tidak memiliki 

pengakuan hukum resmi, meskipun mereka memiliki 

akses sosial, historis, dan ekonomi terhadap tanah 

tersebut. Ketimpangan antara akses de facto 

masyarakat dan kontrol de jure perusahaan inilah yang 

menjadi sumber konflik agraria. 

Pendekatan ekologi politik (political ecology) 

melihat konflik agraria sebagai akibat dari 

ketidakseimbangan hubungan kekuasaan antara 

negara, perusahaan, dan masyarakat lokal. (Robbins, 

2020) menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya 

alam tidak pernah bebas dari pengaruh politik karena 

selalu melibatkan kepentingan ekonomi serta 

kekuasaan. Ketika membahas PTPN, pemerintah 

memiliki dua peran yaitu sebagai regulator sekaligus 

sebagai pemilik perusahaan yang sering kali 

mengesampingkan kepentingan masyarakat setempat 

demi memperkuat dominasi lembaga atas lahan. 

Konflik terkait agraria juga dapat dipahami 

melalui perbedaan antara legalitas dan legitimasi dalam 

penguasaan sumber daya. Peluso dan Lund (2011) 

mengungkapkan bahwa pengakuan hukum yang resmi 

tidak selalu sejalan dengan penerimaan di masyarakat 

setempat. HGU yang dimiliki PTPN mungkin legal dari 

segi hukum, tetapi belum tentu dapat diterima oleh 

masyarakat setempat yang memiliki ikatan historis dan 

kultural dengan tanah tersebut. Ketegangan antara hak 

hukum dan pengakuan sosial ini menjelaskan mengapa 

konflik agraria sering kali berlangsung lama dan sulit 

untuk diselesaikan hanya dengan proses hukum. 

Dari sudut pandang dinamika konflik, konflik 

agraria yang terjadi antara masyarakat dan PTPN 

biasanya berkembang melalui tahap konflik yang 

tersembunyi sebelum akhirnya meningkat menjadi 

konflik terbuka. Glasl dalam karyanya yang berjudul 

“The Process of Conflict Escalation and Roles of Third 

Parties” menjelaskan bahwa konflik sosial biasanya 

dimulai dari tahap tersembunyi yang tidak ditandai 

dengan penumpukan ketidakpuasan, memburuknya 

komunikasi, dan berkurangnya kepercayaan terhadap 

institusi terkait. Dalam konflik PTPN, fase laten ini 

terlihat melalui perlawanan simbolik masyarakat, 

penolakan terhadap klaim pengelolaan lahan, serta 

meningkatnya narasi mengenai ketidakadilan sebelum 

terjadinya konfrontasi. 

Situasi ini berkaitan dengan pemahaman 

kewaspadaan sosial serta politik kewaspadaan di 

tingkat daerah. Laporan kebijakan OECD (2018) 

menekankan bahwa konflik sosial dapat dikenali pada 

tahap awal melalui indikator sosial dan politik, seperti 

peningkatan ketegangan sosial, hilangnya legitimasi 

institusi, serta mobilisasi kolektif masyarakat. Dengan 

demikian, konflik agraria tidak sekadar isu yang 

berkaitan dengan sektor agraria, melainkan juga 

merupakan indikator potensi risiko sosial yang dapat 

berdampak pada stabilitas dan keamanan suatu daerah. 

Meskipun berbagai kajian sebelumnya telah 

membahas konflik agraria melalui perspektif hukum, 

ekonomi politik, dan gerakan sosial, pembahasan yang 

mengaitkan konflik agraria dengan pendekatan politik 

kewaspadaan daerah serta manajemen konflik di 

tingkat lokal masih relatif terbatas. Padahal, 

pendekatan tersebut penting untuk memahami konflik 

agraria tidak hanya sebagai sengketa sumber daya, 

tetapi juga sebagai indikator awal potensi kerawanan 

sosial yang memerlukan respons kebijakan preventif 

dari pemerintah daerah. Pendekatan ini menjadi 

penting untuk mengaitkan persoalan agraria dengan 

fungsi deteksi dini dan upaya pencegahan konflik sosial 

di tingkat lokal, khususnya dalam konteks peran 

https://www.zotero.org/google-docs/?6drlOv
https://www.zotero.org/google-docs/?zx1NzH
https://www.zotero.org/google-docs/?zx1NzH
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lembaga pemerintah daerah seperti Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). 

Penelitian ini berupaya memberikan kebaruan 

ilmiah dengan menggabungkan analisis politik 

kewaspadaan daerah dan manajemen konflik untuk 

memahami konflik agraria PTPN di Jawa Barat. 

Dengan pendekatan ini, penelitian ini berusaha untuk 

memberikan kontribusi pada teori bahwa konflik 

agraria bukan hanya murni karena konflik hukum dan 

ekonomi, tetapi konflik agraria juga merupakan 

indikator adanya potensi konflik agraria yang 

berkepanjangan dan perlu diantisipasi melalui 

kebijakan kewaspadaan suatu daerah serta melalui 

model mediasi yang bersifat partisipatif dengan 

kearifan lokal.  

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis dinamika kasus konflik sosial dengan 

PTPN sebagai potensi kerawanan sosial di Jawa Barat, 

menganalisis faktor-faktor kewaspadaan daerah yang 

memengaruhi eskalasi konflik serta merumuskan 

alternatif model mediasi yang berbasis adat dalam 

upaya pencegahan konflik dan penguatan stabilitas 

sosial di wilayah tersebut. 

 

Method 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

deskriptif untuk menganalisis konflik terkait pertanian 

antara masyarakat dan PT Perkebunan Nusantara 

(PTPN) yang menjadi potensi masalah sosial di Jawa 

Barat. Metode ini dipilih karena dapat menjelaskan 

dinamika sosial dan politik dengan mempertimbangkan 

kebijakan serta kerangka kelembagaan yang berkaitan. 

Penelitian ini mengambil kasus konflik Walatra-

Pangalengan dan PTPN VIII sebagai contoh empiris 

yang dianalisis melalui data sekunder dari laporan 

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dokumen 

resmi dari pemerintah, dan juga literatur akademik.  

Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis data pendekatan kualitatif. 

Pemilihan data dilakukan secara purposive dengan 

mempertimbangkan relevansinya terhadap konflik 

pertanian dan juga potensi kerawanan sosial di tingkat 

daerah. Data yang digunakan berupa data sekunder 

yang bersumber dari laporan Konsorsium Pembaruan 

Agraria (KPA), dokumen resmi pemerintah, literatur 

akademik, serta pemberitaan media yang berkaitan 

dengan konflik agraria PTPN, khususnya kasus 

Walatra - Pangalengan.  

Analisis data dilakukan melalui tahapan 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis 

dengan menggunakan kerangka manajemen konflik 

dan politik kewaspadaan daerah untuk memahami 

dinamika konflik serta implikasinya terhadap stabilitas 

sosial di tingkat lokal. Validasi data dilakukan melalui 

triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai 

dokumen dan literatur, serta melalui pengecekan 

konsistensi data dengan kerangka teori yang 

digunakan. 

 

Hasil dan Pembahsan 

A. Konflik Agraria sebagai Ketimpangan Akses 

terhadap Sumber Daya  

 

Konflik agraria yang terjadi antara masyarakat 

dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Jawa Barat 

tidak hanya disebabkan oleh sengketa mengenai Hak 

Guna Usaha (HGU), tetapi juga disebabkan oleh 

ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya 

agraria. A Theory of Access yang dijelaskan oleh Ribot 

dan Peluso (2003), menyatakan bahwa konflik sumber 

daya terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara 

kontrol legal dan kemampuan faktual individu dalam 

mengakses serta memanfaatkan tanah. Akses terhadap 

tanah dalam praktiknya dipengaruhi oleh jaringan 

sosial, hubungan kekuasaan, kemampuan ekonomi, 

serta legitimasi simbolik yang terbentuk dalam 

aktivitas sehari-hari masyarakat. Dalam permasalahan 

konflik agraria, masyarakat setempat seringkali 

mempertahankan hak mereka atas lahan dengan cara 

melakukan praktik penggunaan yang diwariskan turun-

temurun, menjalin hubungan sosial antar masyarakat, 

serta mengedepankan makna sejarah yang terkait 

dengan tanah sebagai tempat kehidupan, bukan hanya 

sekadar sebagai sarana ekonomi. Sebaliknya, 

perusahaan memiliki keberadaan yang sah secara 

hukum yang didukung oleh negara, tetapi sering kali 

tidak mempertimbangkan aspek sosial dan sejarah yang 

ada di sekitarnya.  

Ketidakseimbangan ini menghasilkan keadaan 

struktural yang menimbulkan konflik berkepanjangan 

karena hukum yang berlaku tidak selalu sesuai dengan 

cara penguasaan dan penggunaan lahan di tingkat lokal. 

Apabila kebijakan pengelolaan lahan lebih 

memprioritaskan aspek legalitas administratif tanpa 

memperhatikan unsur sosial, konflik agraria akan 

sering muncul kembali dan sulit untuk diselesaikan 

dengan tuntas. Ketertarikan masyarakat terhadap tanah 

sebagai sumber mata pencaharian semakin 

memperkuat tingkat konflik karena kehilangan akses 

terhadap lahan berarti ancaman langsung bagi 

kelangsungan ekonomi dan kestabilan sosial 

komunitas. 

Dalam keadaan ini, konflik terkait tanah tidak hanya 

berpengaruh pada interaksi antara masyarakat dan 

perusahaan, tetapi juga memengaruhi kesatuan sosial, 

tingkat kepercayaan terhadap lembaga negara, serta 

kemungkinan mobilisasi bersama di tingkat lokal. Oleh 

karena itu, pemahaman mengenai konflik agraria harus 

diletakkan dalam konteks distribusi kekuasaan dan 

akses terhadap sumber daya, yang memungkinkan 
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pendekatan penyelesaian yang lebih peka terhadap 

situasi sosial dan fokus pada pencegahan konflik dalam 

jangka panjang. 

 

 

B. Konflik Agraria dan Kekerasan Struktural 

Ketegangan yang terjadi antara masyarakat 

dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Jawa Barat 

mencerminkan adanya struktural yang berasal dari 

ketidaksetaraan dalam penguasaan sumber daya 

agraria. Ketidaksetaraan ini yang dijelaskan oleh 

Galtung dan Moore (2019) merupakan bagian dari 

kekerasan struktural (structural violence) ketika 

ketidakadilan dalam ekonomi dan politik menyebabkan 

kondisi sosial yang tidak stabil. Situasi ini membuat 

masyarakat yang bergantung pada pertanian 

mengalami ketidakpastian dalam aspek ekonomi dan 

sosial yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial. 

Konflik tidak semata-mata dipicu oleh sengketa hukum 

atas Hak Guna Usaha (HGU), tetapi oleh 

ketidaksesuaian serta pemanfaatan lahan oleh 

masyarakat yang telah berlangsung dalam periode yang 

panjang. Perubahan kebijakan terkait tanah negara 

justru memperburuk konflik agraria karena lebih 

mengutamakan formalitas perusahaan dibandingkan 

tuntutan masyarakat setempat (McCarthy & Robinson, 

2016). 

Perubahan kebijakan pengelolaan tanah negara 

yang lebih mengutamakan kepastian hukum 

perusahaan dibandingkan pengakuan terhadap praktik 

penguasaan masyarakat justru memperdalam konflik. 

Situasi ini memperlihatkan bahwa konflik agraria 

merupakan manifestasi dari ketimpangan struktural 

yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial di tingkat 

daerah. 

Dalam konteks kekerasan struktural, konflik 

agraria tidak selalu muncul sebagai kekerasan fisik, 

melainkan dapat terlihat melalui pembatasan akses, 

ketidakpastian dalam mata pencaharian, serta 

marginalisasi yang sistematis terhadap kelompok 

masyarakat tertentu. Apabila kebijakan agraria dibuat 

tanpa memperhatikan hubungan sosial yang sudah ada 

di tingkat lokal, maka kelompok petani dan penggarap 

akan menjadi pihak yang paling terpengaruh. 

Kekurangan akses ke lahan yang produktif berdampak 

langsung pada penurunan pendapatan keluarga, 

meningkatnya ketidakstabilan ekonomi, serta 

terbatasnya alternatif strategi untuk bertahan hidup. 

Situasi ini menghasilkan tekanan sosial yang terjadi 

secara bertahap namun terus-menerus. 

Selain itu, kekerasan struktural dalam konflik 

agraria juga terlihat dalam perbedaan kekuatan tawar 

antara masyarakat serta institusi negara dan 

perusahaan. Masyarakat setempat sering berada dalam 

posisi yang kurang menguntungkan dalam proses 

negosiasi karena adanya keterbatasan akses terhadap 

informasi, sumber daya hukum, dan saluran untuk 

representasi politik. Ketidakseimbangan ini membuat 

harapan masyarakat sulit dipenuhi dalam kebijakan 

pengelolaan lahan yang memperkuat pandangan 

tentang ketidakadilan dan mengurangi legitimasi 

institusi negara. Dalam keadaan seperti ini, konflik 

yang berkaitan dengan tanah cenderung berubah 

menjadi konflik sosial yang lebih besar, terutama 

ketika masyarakat mulai membentuk solidaritas 

bersama sebagai respons terhadap ketidakpastian yang 

ada dalam struktur atau biasa disebut dengan perasaan 

senasib seperjuangan. 

Dari sudut pandang kewaspadaan daerah, 

penumpukan ketidakadilan yang bersifat struktural 

tersebut menjadi tanda awal adanya kemungkinan 

kerawanan sosial. Apabila kekerasan struktural 

diabaikan tanpa adanya intervensi kebijakan yang 

memperhatikan konteks lokal, konflik agraria dapat 

meningkat menjadi ketegangan terbuka yang 

mengganggu stabilitas sosial dan keamanan suatu 

daerah. Karena itu, pemahaman tentang konflik agraria 

sebagai salah satu bentuk kekerasan struktural sangat 

penting untuk mendorong pendekatan pencegahan 

yang tidak hanya terfokus pada penegakan hukum, 

tetapi juga pada upaya perbaikan terhadap 

ketidakadilan dalam akses dan distribusi sumber daya 

agraria. 

 

C. Relasi Kekuasaan dalam Perspektif Ekologi 

Politik 

 

Dalam sudut pandang ekologi politik (political 

ecology), konflik ini mencerminkan adanya 

ketidakseimbangan hubungan kekuasaan antara 

negara, perusahaan, dan masyarakat. Negara memiliki 

dua peran, yaitu sebagai regulator dan juga sebagai 

pemilik perusahaan perkebunan. Dalam 

pelaksanaannya, negara cenderung lebih 

mengutamakan kepastian hukum bagi perusahaan 

dibandingkan dengan pengakuan hak-hak sosial 

masyarakat setempat. 

Pola ini memperkuat struktur kekuasaan 

negara dan perusahaan terkait sumber daya pertanian. 

Robbins (2012) menjelaskan bahwa sengketa 

lingkungan dan agraria tidak dapat dipisahkan dari 

susunan kekuasaan serta kepentingan ekonomi-politik 

yang berperan dalam pengelolaan sumber daya 

tersebut. Dominasi negara dan perusahaan dalam 

pengelolaan sumber daya agraria mempersempit ruang 

partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. 

Robbins (2020) menegaskan bahwa pengelolaan 

sumber daya alam tidak dapat dipisahkan dari 

kepentingan politik dan ekonomi. Oleh karena itu, 

konflik agraria di Jawa Barat perlu dipahami sebagai 

https://www.zotero.org/google-docs/?wUGIT1
https://www.zotero.org/google-docs/?wUGIT1
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bagian dari dinamika kekuasaan yang memengaruhi 

distribusi manfaat dan risiko sosial. 

Ketimpangan relasi kekuasaan tersebut juga 

tercermin dalam proses perumusan dan implementasi 

kebijakan agraria di tingkat daerah. Kebijakan 

pengelolaan lahan sering kali dibuat dengan 

pendekatan dari atas ke bawah (top-down) dengan 

ruang partisipasi masyarakat yang terbatas, sehingga 

kepentingan lokal tidak terakomodasi secara memadai. 

Masyarakat sering kali hanya dilibatkan setelah konflik 

muncul, bukan pada saat perencanaan dan pengambilan 

keputusan. Situasi ini menegaskan posisi masyarakat 

sebagai pihak yang merespons, sedangkan negara dan 

perusahaan berada dalam posisi yang dominan dalam 

menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya. 

Dalam pandangan ekologi politik, tindakan 

tersebut mengindikasikan bahwa konflik agraria tidak 

hanya disebabkan oleh lemahnya peraturan, tetapi juga 

merupakan produk dari ketidakseimbangan struktur 

kekuasaan terkait penguasaan dan distribusi sumber 

daya. Saat negara memberikan prioritas pada kepastian 

investasi dan stabilitas ekonomi makro, kepentingan 

sosial serta lingkungan masyarakat lokal sering kali 

diabaikan. Sebagai hasilnya, kebijakan agraria tidak 

hanya menciptakan perbedaan dalam akses, tetapi juga 

meningkatkan risiko sosial yang berupa ketegangan 

yang berkepanjangan serta menurunkan kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga negara. 

Lebih lanjut, hubungan kekuasaan yang tidak 

seimbang ini berperan dalam terjadinya konflik agraria 

yang sama secara terus-menerus. Jika tidak ada sistem 

perbaikan yang melibatkan partisipasi masyarakat 

secara signifikan, kebijakan agraria berisiko untuk 

terus mempertahankan konflik yang sudah ada. Oleh 

karena itu, pendekatan ekologi politik menekankan 

perlunya pengaturan kembali tata kelola agraria yang 

lebih terbuka, jelas, dan peka terhadap perubahan 

sosial-ekologis setempat untuk mencegah 

meningkatnya konflik dan memelihara stabilitas sosial 

di tingkat daerah. 

 

D. Legalitas, legitimasi, dan Eskalasi Konflik 

Ketegangan tersebut semakin diperburuk oleh 

perbedaan antara legalitas dan legitimasi penguasaan 

lahan. Meskipun PTPN memiliki dasar hukum yang 

jelas melalui HGU, tetapi pengakuan secara sosial di 

kalangan masyarakat setempat tampak kurang baik. 

Kondisi yang terjadi sejalan dengan apa yang dikatakan 

oleh Peluso dan Lund (2011) bahwa konflik agraria 

sering terjadi ketika klaim hukum formal tidak 

didukung oleh penerimaan masyarakat, sehingga 

mengakibatkan hilangnya legitimasi institusi yang 

mengelola sumber daya di tingkat lokal. 

Konflik yang berkaitan dengan lahan di area 

perkebunan PTPN di Jawa Barat cenderung muncul 

dalam bentuk konflik yang awalnya tidak terlihat 

sebelum berlanjut ke tahap konflik yang terbuka. 

Konflik yang tidak terlihat ini ditandai oleh 

terakumulasinya ketegangan sosial, seperti penolakan 

yang bersifat simbolis terhadap klaim pengelolaan 

lahan, rendahnya level kepercayaan masyarakat 

setempat terhadap institusi pemerintah, serta 

perlawanan yang tidak konfrontatif terhadap kebijakan 

pengelolaan perkebunan.  

Peningkatan ketegangan konflik biasanya 

terjadi ketika ada campur tangan langsung yang dapat 

memengaruhi akses masyarakat terhadap tanah, seperti 

penertiban atau pengamanan aset perkebunan. 

Peningkatan ketegangan konflik muncul saat ada 

campur tangan langsung yang merubah akses 

masyarakat terhadap lahan (penertiban atau 

pengamanan). (Afrizal, 2018) menyatakan bahwa 

perubahan status akses terhadap sumber daya lahan 

adalah faktor utama yang memicu transformasi konflik 

agraria dari yang tidak terlihat menjadi nyata. 

Perbedaan antara legalitas dan legitimasi 

menunjukkan bahwa berlakunya hukum yang formal 

tidak selalu sejalan dengan penerimaan sosial di tingkat 

lokal. Dalam konteks konflik agraria, legitimasi sosial 

memiliki fungsi yang sama pentingnya dengan 

landasan hukum karena menentukan sejauh mana suatu 

kebijakan atau penguasaan lahan dianggap adil dan 

dapat diterima oleh masyarakat. Ketika pengelolaan 

lahan dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek 

legitimasi sosial, maka kebijakan tersebut dapat 

berpotensi memicu resistensi yang bersifat laten dan 

berkelanjutan.  

Eskalasi konflik agraria umumnya terjadi 

apabila proses komunikasi dan mediasi tidak berjalan 

dengan efektif. Absennya ruang dialog yang seimbang 

antara masyarakat dan pengelola lahan meningkatkan 

potensi terjadinya kesalahpahaman dan perpecahan 

kepentingan. Dalam situasi seperti ini, tindakan 

penegakan hukum yang bersifat memaksa sering kali 

dipahami sebagai bentuk penindasan, sehingga 

memperkuat pandangan akan ketidakadilan di 

kalangan masyarakat. Narasi itu selanjutnya menjadi 

landasan untuk menggerakkan sekelompok orang, yang 

mendorong konflik menuju tahap yang lebih jelas. 

Selain itu, peningkatan konflik juga 

dipengaruhi oleh rendahnya kemampuan institusi 

dalam menangani konflik sejak tahap awal. Apabila 

negara dan perusahaan tidak mampu mengenali tanda-

tanda konflik yang belum muncul, intervensi yang 

dilakukan biasanya bersifat reaktif dan terlambat. Hal 

ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria 

tidak hanya dapat bergantung pada pendekatan hukum 

formal, melainkan juga memerlukan strategi 

pengelolaan konflik yang menggabungkan aspek 

legalitas, legitimasi sosial, serta mekanisme 

pencegahan awal untuk menghindari konflik 

berkembang menjadi masalah sosial yang lebih besar. 

https://www.zotero.org/google-docs/?bVd2if
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E. Konflik Agraria sebagai Indikator Kerawanan 

Sosial Daerah 

Konflik dalam bidang pertanian tidak hanya 

memengaruhi hubungan antara masyarakat dan negara, 

tetapi juga kestabilan sosial di wilayah tersebut. Ketika 

suatu negara gagal dalam menjalankan fungsi mediasi 

dan keadilan distributif, kepercayaan masyarakat akan 

menurun, sehingga 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

dapat memicu peningkatan konflik horizontal (Burton, 

1990).  

Ini berkaitan dengan kasus PTPN VII 

Pangalengan yang mengalami krisis sosial tanpa 

adanya penyelesaian yang terstruktur. Oleh karena itu, 

pengembangan model mediasi berbasis adat dan 

kearifan lokal menjadi relevan sebagai alternatif 

penyelesaian yang lebih diterima oleh masyarakat 

sehingga dapat menurunkan potensi ketegangan sosial. 

Ketergantungan masyarakat pada lahan 

memperkuat dampaknya ke aspek sosial. Bagi 

masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan, lahan 

bukan hanya memiliki nilai ekonomi sebagai sumber 

mata pencaharian, tetapi juga nilai sosial yang 

mendukung keberlangsungan hidup rumah tangga dan 

komunitas Ketika akses terhadap lahan terancam, 

munculnya konflik agraria berujung pada 

meningkatnya kerentanan sosial, seperti kemungkinan 

terjadinya mobilisasi bersama dan ketegangan antara 

kelompok masyarakat di tingkat lokal. 

Dalam politik kewaspadaan daerah, perubahan 

sosial ini dapat dianggap sebagai tanda awal potensi 

masalah sosial sebelum menjadi konflik terbuka. Fase 

sebelum eskalasi ditandai dengan meningkatnya 

ketidakpuasan masyarakat, semakin kuatnya narasi 

mengenai ketidakadilan, serta berkurangnya legitimasi 

pengelola lahan di tingkat daerah. Tanda-tanda yang 

mengindikasikan konflik yang belum terlihat namun 

dapat diidentifikasi lebih awal menunjukkan adanya 

ketidakpuasan kolektif, pembentukan narasi 

ketidakadilan, dan hilangnya legitimasi pada institusi 

(McCarthy et al., 2016; (Afrizal, 2018); (Peluso & 

Lund, 2011) 

(Fisher et al., n.d.) menegaskan bahwa 

suksesnya penyelesaian konflik tidak hanya 

bergantung pada peraturan hukum, tetapi juga pada 

kemampuan lembaga dalam menciptakan komunikasi 

dan kepercayaan di antara para aktor yang terlibat. Oleh 

sebab itu, lembaga yang berwenang perlu 

mengembangkan model mediasi yang berlandaskan 

pada tradisi dan nilai-nilai lokal, sebab pendekatan ini 

lebih mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan 

dengan proses litigasi formal. Model mediasi adat 

sangat penting untuk mendukung penyelesaian yang 

diterima oleh masyarakat serta mengurangi 

ketidakstabilan sosial.  

Dengan demikian, hasil penelitian ini 

menjawab bahwa konflik agraria antara masyarakat 

dan PTPN di Jawa Barat berperan sebagai sumber 

potensial ketidakstabilan sosial di daerah tersebut. 

Pertikaian terkait tanah tidak hanya memengaruhi 

hubungan antara masyarakat dan pengelola 

perkebunan, tetapi juga berpengaruh pada kestabilan 

sosial dan keamanan di daerah tersebut. Penemuan in 

menegaskan betapa pentingnya pendekatan 

kewaspadaan di tingkat lokal yang berfokus pada 

kewaspadaan dini sebagai bagian dari upaya untuk 

mencegah konflik sosial. 

 

F. Dinamika Konflik Agraria dalam Perspektif 

Politik Ekonomi 

Konflik agraria tidak dapat dilepaskan dari 

struktur politik ekonomi yang membentuk relasi antara 

negara, korporasi, dan masyarakat. Dalam banyak 

kasus, negara berperan sebagai aktor yang memberikan 

legitimasi hukum bagi korporasi melalui izin konsesi 

lahan, sehingga posisi masyarakat lokal menjadi 

semakin marginal. Perspektif politik ekonomi melihat 

konflik agraria sebagai manifestasi dari relasi 

kekuasaan yang timpang dalam penguasaan sumber 

daya alam, di mana tanah diposisikan sebagai 

komoditas ekonomi strategis dalam sistem kapitalisme 

global (Hyötyläinen & Beauregard, 2022). 

Dalam konteks Indonesia, kebijakan 

pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan 

ekonomi sering kali mendorong ekspansi sektor 

perkebunan, pertambangan, dan infrastruktur skala 

besar. Kebijakan ini berdampak pada perampasan tanah 

masyarakat adat dan petani kecil yang sebelumnya 

mengelola lahan secara turun-temurun. Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa konflik agraria bukan 

sekadar persoalan hukum kepemilikan, tetapi juga 

persoalan distribusi kekuasaan dalam pengelolaan 

sumber daya (Kartodiharjo & Cahyono, 2021).  

Konflik agraria tidak dapat dilepaskan dari 

struktur politik ekonomi yang membentuk relasi antara 

negara, korporasi, dan masyarakat. Dalam banyak 

kasus, negara berperan sebagai aktor yang memberikan 

legitimasi hukum bagi korporasi melalui izin konsesi 

lahan, sehingga posisi masyarakat lokal menjadi 

semakin marginal. Perspektif politik ekonomi melihat 

konflik agraria sebagai manifestasi dari relasi 

kekuasaan yang timpang dalam penguasaan sumber 

daya alam, di mana tanah diposisikan sebagai 

komoditas ekonomi strategis dalam sistem kapitalisme 

global (Hyötyläinen & Beauregard, 2022). 

Ketimpangan relasi ini tercermin dalam proses 

pengambilan keputusan yang cenderung elitis dan 

minim partisipasi masyarakat terdampak. Mekanisme 

perizinan yang bersifat top-down sering kali 

https://www.zotero.org/google-docs/?iQByQx
https://www.zotero.org/google-docs/?iQByQx
https://www.zotero.org/google-docs/?HBK7K4
https://www.zotero.org/google-docs/?G9xiGn
https://www.zotero.org/google-docs/?G9xiGn
https://www.zotero.org/google-docs/?bNEpuW
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mengabaikan pengetahuan lokal, hak ulayat, serta 

praktik pengelolaan sumber daya berbasis komunitas. 

Akibatnya, masyarakat tidak hanya kehilangan akses 

terhadap tanah, tetapi juga mengalami erosi terhadap 

identitas sosial, budaya, dan basis penghidupan yang 

selama ini bergantung pada sumber daya agraria. 

Dalam konteks Indonesia, kebijakan 

pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan 

ekonomi sering kali mendorong ekspansi sektor 

perkebunan, pertambangan, dan infrastruktur skala 

besar. Kebijakan ini berdampak pada perampasan tanah 

masyarakat adat dan petani kecil yang sebelumnya 

mengelola lahan secara turun-temurun. Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa konflik agraria bukan 

sekadar persoalan hukum kepemilikan, tetapi juga 

persoalan distribusi kekuasaan dalam pengelolaan 

sumber daya (Kartodiharjo & Cahyono, 2021). 

Lebih jauh, orientasi pembangunan berbasis 

investasi sering kali menciptakan kerangka regulasi 

yang pro-korporasi melalui deregulasi dan 

penyederhanaan perizinan, yang pada akhirnya 

memperlemah perlindungan hak masyarakat lokal. Hal 

ini memperlihatkan bagaimana kebijakan agraria 

berada dalam tarik-menarik antara kepentingan 

ekonomi makro dan keadilan sosial. Oleh karena itu, 

konflik agraria dapat dipahami sebagai arena kontestasi 

antara aktor-aktor dengan kepentingan berbeda, di 

mana negara memainkan peran sentral dalam 

menentukan arah distribusi akses dan kontrol atas tanah 

serta sumber daya alam. 

 

G. Dampak Konflik Agraria terhadap Struktur Sosial 

dan Ekonomi Masyarakat 

Konflik agraria memiliki implikasi sosial yang 

luas, terutama terhadap keberlanjutan kehidupan 

masyarakat pedesaan. Hilangnya akses terhadap tanah 

menyebabkan penurunan pendapatan rumah tangga 

petani, meningkatnya kerentanan ekonomi, serta 

perubahan struktur sosial komunitas lokal. Studi 

empiris menunjukkan bahwa masyarakat yang 

kehilangan lahan cenderung mengalami peningkatan 

angka kemiskinan, ketergantungan pada sektor 

informal, dan migrasi tenaga kerja ke wilayah 

perkotaan (Malley et al., 2006).  

Dinamika tersebut tidak hanya berdampak 

pada aspek ekonomi mikro rumah tangga, tetapi juga 

pada stabilitas sistem produksi pangan lokal. 

Berkurangnya lahan garapan mengakibatkan 

menurunnya kapasitas produksi pertanian, sehingga 

ketahanan pangan komunitas menjadi terancam. Selain 

itu, perubahan pola penghidupan dari sektor pertanian 

ke sektor non-pertanian sering kali terjadi tanpa 

kesiapan keterampilan dan akses sumber daya yang 

memadai, sehingga meningkatkan risiko eksklusi sosial 

bagi kelompok rentan seperti perempuan dan petani 

kecil. 

Selain dampak ekonomi, konflik agraria juga 

menimbulkan fragmentasi sosial di tingkat komunitas. 

Perbedaan kepentingan antara kelompok yang 

mendukung investasi dan kelompok yang 

mempertahankan lahan sering memicu konflik 

horizontal antarwarga. Kondisi ini memperlemah 

kohesi sosial serta menghambat pembangunan sosial 

berbasis komunitas (Andres, 2019). 

Fragmentasi tersebut dapat memunculkan 

polarisasi sosial yang berkepanjangan, di mana 

solidaritas tradisional dan mekanisme gotong royong 

semakin melemah. Ketegangan antar kelompok juga 

berpotensi mengganggu proses pengambilan keputusan 

kolektif di tingkat desa, termasuk dalam perencanaan 

pembangunan dan pengelolaan sumber daya bersama. 

Dengan demikian, konflik agraria tidak hanya menjadi 

persoalan struktural antara negara, korporasi, dan 

masyarakat, tetapi juga berdampak pada disintegrasi 

sosial yang mengganggu keberlanjutan kehidupan 

komunitas pedesaan secara keseluruhan. 

 

H. Konflik Agraria dalam Konteks Pembangunan 

Nasional dan Proyek Strategis  

Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun 

terakhir mendorong pembangunan melalui Proyek 

Strategis Nasional (PSN) yang meliputi pembangunan 

infrastruktur, kawasan industri, dan perkebunan skala 

besar. Meskipun bertujuan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi, implementasi proyek-proyek tersebut sering 

kali memicu konflik agraria akibat pembebasan lahan 

yang tidak partisipatif. Penelitian menunjukkan bahwa 

mekanisme konsultasi publik yang lemah dan 

kompensasi yang tidak adil menjadi faktor utama 

munculnya resistensi masyarakat (McCarthy, 2017). 

Dalam praktiknya, proses perencanaan dan 

pelaksanaan PSN sering kali dilakukan secara cepat 

untuk memenuhi target pembangunan nasional, sehingga 

ruang dialog dengan masyarakat terdampak menjadi 

terbatas. Masyarakat lokal kerap hanya dilibatkan pada 

tahap sosialisasi, bukan pada tahap perumusan 

kebijakan, sehingga aspirasi dan kepentingan mereka 

tidak terakomodasi secara memadai. Situasi ini 

memperkuat ketimpangan posisi tawar antara negara, 

investor, dan komunitas lokal dalam penguasaan serta 

pemanfaatan lahan. 

Lebih lanjut, pendekatan pembangunan yang 

bersifat top-down cenderung mengabaikan prinsip 

keadilan sosial dan hak atas tanah masyarakat adat. Hal 

ini bertentangan dengan prinsip pembangunan 

berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara 

pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan 

keadilan sosial (Silberstein & Maser, 2000). 

Ketidakseimbangan tersebut terlihat dari prioritas 

kebijakan yang lebih menekankan pada kepentingan 

investasi dibandingkan perlindungan hak-hak 

masyarakat lokal. Akibatnya, pembangunan sering kali 
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menghasilkan dampak sosial dan ekologis yang 

signifikan, seperti degradasi lingkungan, hilangnya 

sumber penghidupan tradisional, serta meningkatnya 

ketimpangan sosial di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, 

diperlukan pendekatan pembangunan yang lebih inklusif 

dan partisipatif agar tujuan pertumbuhan ekonomi dapat 

berjalan seiring dengan perlindungan hak atas tanah dan 

kesejahteraan masyarakat terdampak.  

 

I. Strategi Alternatif Penyelesaian Konflik Agraria 

Berbasis Keadilan Sosial 

Penyelesaian konflik agraria selama ini cenderung 

bersifat legal-formal melalui mekanisme peradilan, 

namun pendekatan tersebut sering tidak efektif karena 

prosesnya panjang, mahal, dan tidak selalu berpihak 

pada masyarakat kecil. Oleh karena itu, diperlukan 

strategi alternatif yang lebih berorientasi pada keadilan 

sosial, seperti mediasi multipihak, negosiasi berbasis 

komunitas, dan mekanisme keadilan restoratif. 

Pendekatan ini dinilai lebih inklusif karena melibatkan 

masyarakat terdampak sebagai aktor utama dalam proses 

resolusi konflik (Röhl & Machura, 2020).   

Selain itu, model penyelesaian non-litigasi 

memungkinkan dialog yang lebih terbuka antara 

masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha, sehingga 

potensi ketimpangan kekuasaan dapat diminimalisasi 

melalui fasilitasi pihak ketiga yang netral. Strategi ini 

juga memberikan ruang bagi solusi kontekstual yang 

sesuai dengan kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya 

komunitas lokal, yang sering kali tidak terakomodasi 

dalam putusan pengadilan formal (Umam, 2014).  

Pendekatan keadilan restoratif dalam konflik 

agraria menekankan pemulihan hubungan sosial antara 

pihak yang berkonflik, bukan sekadar pemberian sanksi 

hukum. Dalam konteks agraria, pendekatan ini dapat 

berupa restitusi lahan, kompensasi yang adil, serta 

rekognisi hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Studi 

menunjukkan bahwa mekanisme restoratif mampu 

mengurangi eskalasi konflik dan meningkatkan 

legitimasi kebijakan agraria di tingkat lokal (Arifin et al., 

2021) . Lebih jauh, pendekatan ini mendorong partisipasi 

komunitas dalam merumuskan kesepakatan 

penyelesaian, sehingga hasil resolusi konflik tidak hanya 

bersifat top-down, tetapi juga merefleksikan aspirasi 

masyarakat terdampak. Dengan demikian, keadilan 

restoratif berpotensi memperkuat kohesi sosial, 

membangun kepercayaan antaraktor, serta menciptakan 

tata kelola agraria yang lebih berkelanjutan dan responsif 

terhadap hak-hak masyarakat lokal (Afrihadi et al., 

2025).  

Pendekatan keadilan restoratif memandang 

konflik agraria sebagai suatu proses sosial yang 

membutuhkan pemulihan relasi jangka panjang. Konflik 

agraria meninggalkan dampak sosial yang mendalam, 

seperti rusaknya hubungan antar kelompok masyarakat, 

melemahnya kepercayaan terhadap institusi negara, serta 

meningkatnya rasa ketidakadilan yang diwariskan antar 

generasi. Oleh karena itu, solusi yang mengutamakan 

pemulihan sosial menjadi penting untuk mencegah 

terjadinya kembali konflik di masa yang akan datang. 

Dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif 

memerlukan peran aktif dari lembaga pemerintah 

sebagai fasilitator yang objektif dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Negara tidak hanya berfungsi 

sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai perantara 

yang memastikan bahwa proses dialog berjalan dengan 

adil dan melibatkan semua pihak. Mekanisme 

musyawarah yang didasarkan pada komunitas, 

pengakuan terhadap norma-norma, serta keterlibatan 

tokoh adat dan masyarakat sipil menjadi elemen kunci 

dalam memastikan legitimasi hasil penyelesaian konflik. 

Pendekatan ini juga membuka ruang bagi integrasi 

kearifan lokal dalam tata kelola agraria, sehingga 

kebijakan yang dihasilkan lebih kontekstual dan diterima 

oleh masyarakat. Pendekatan ini juga membuka ruang 

bagi integrasi kearifan lokal dalam tata kelola agraria, 

sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih kontekstual 

dan diterima oleh masyarakat. 

Penerapan keadilan restoratif dalam sengketa 

lahan memiliki dampak strategis terhadap kewaspadaan 

wilayah. Dengan mengurangi tingkat konflik dan 

meningkatkan kepercayaan sosial, pendekatan ini dapat 

berperan sebagai alat untuk mencegah konflik dalam 

jangka panjang. Ketika konflik diselesaikan dengan cara 

yang melibatkan semua pihak dan adil, kemungkinan 

terjadinya masalah sosial bisa diminimalkan, sehingga 

kestabilan sosial dan politik di tingkat lokal dapat terus 

terjaga. 

 

J. Implikasi Kebijakan Agraria terhadap Ketahanan 

Pangan dan Pembangunan Berkelanjutan 

Konflik agraria memiliki implikasi langsung 

terhadap ketahanan pangan nasional. Hilangnya lahan 

pertanian produktif akibat alih fungsi lahan untuk 

industri dan infrastruktur dapat mengurangi kapasitas 

produksi pangan domestik. Selain itu, ketidakpastian 

akses lahan bagi petani kecil berdampak pada 

rendahnya investasi dalam sektor pertanian dan 

menurunnya produktivitas jangka panjang (Maxwell & 

Wiebe, 1999). 
Kondisi ini juga memicu kerentanan sosial-

ekonomi di tingkat rumah tangga petani, seperti 

meningkatnya kemiskinan pedesaan dan 

ketergantungan pada pangan impor. Dalam jangka 

panjang, degradasi basis produksi pangan nasional 

berpotensi melemahkan kedaulatan pangan dan 

meningkatkan risiko krisis pangan, terutama ketika 

terjadi gangguan rantai pasok global atau perubahan 

iklim ekstrem (Kehinde et al., 2021).  

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, 
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pengelolaan agraria yang adil menjadi salah satu 

prasyarat pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan pengentasan 

kemiskinan, ketahanan pangan, dan pengurangan 

ketimpangan. Reformasi agraria yang berorientasi pada 

redistribusi lahan dan legalisasi aset dinilai mampu 

meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat 

ekonomi pedesaan (Keesstra et al., 2018).  

Lebih dari itu, kepastian hak atas tanah 

mendorong petani untuk mengakses pembiayaan 

formal, mengadopsi inovasi teknologi pertanian, serta 

berinvestasi pada praktik produksi yang lebih ramah 

lingkungan. Dengan demikian, reformasi agraria tidak 

hanya berkontribusi pada peningkatan produktivitas 

ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan ekologi dan 

stabilitas sosial di wilayah pedesaan (Lemmen et al., 

2015).  

Dalam konteks negara berkembang seperti 

Indonesia, keberhasilan reformasi agraria juga 

bergantung pada kapasitas institusional dan tata kelola 

yang ekslusif. Tanpa adanya mekanisme pelaksanaan 

yang transparan dan partisipatif, program redistribusi 

dan legalisasi tanah dapat berpotensi menimbulkan 

ketidakadilan baru atau memperkuat kekuasaan dari 

pihak yang memiliki banyak modal. Dengan demikian, 

reformasi agraria harus dipahami sebagai sebuah 

proses politik dan sosial yang melibatkan perundingan 

kepentingan antara pemerintah, pasar, dan masyarakat. 

Oleh karena itu, reformasi agraria perlu dipahami 

sebagai proses politik dan sosial yang melibatkan 

negosiasi kepentingan antara negara, pasar, dan 

masyarakat, bukan hanya sekadar suatu tindakan 

teknokratik semata. 

Selain memperbaiki kesejahteraan ekonomi, 

kepastian hak atas tanah memiliki peran penting dalam 

mengurangi kemungkinan terjadinya konflik agraria. 

Saat hak kepemilikan dan akses diakui dengan jelas, 

risiko konflik lahan dan ketegangan sosial dapat 

diminimalkan secara signifikan. Keadaan ini 

membantu mewujudkan stabilitas sosial yang menjadi 

dasar dari pembangunan yang berkelanjutan. Dalam 

jangka waktu yang panjang, kestabilan ini 

memungkinkan komunitas desa untuk terlibat lebih 

aktif dalam pembangunan daerah dan pengelolaan 

sumber daya alam yang berkelanjutan. 

Selanjutnya, penggabungan reformasi agraria 

dengan rencana pembangunan yang berkelanjutan 

mendorong terciptanya kebijakan antar sektor yang 

lebih menyeluruh. Pendekatan ini mengaitkan 

kebijakan penggunaan lahan dengan masalah 

lingkungan, ketahanan pangan, dan pengurangan 

kemiskinan secara bersamaan. Oleh karena itu, 

pengelolaan agraria yang adil tidak hanya berperan 

sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai pendekatan 

untuk mencegah konflik dan memperkuat ikatan sosial 

di tingkat lokal, yang pada akhirnya berkontribusi pada 

pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara 

menyeluruh. 

 

Kesimpulan 

Penelitian ini mengungkap bahwa konflik 

antara warga dan PT Perkebunan Nusantara di Jawa 

Barat tidak hanya dapat dilihat sebagai perselisihan hak 

atas tanah, tetapi juga sebagai masalah struktural yang 

memiliki kemungkinan untuk berkembang menjadi 

ketidakstabilan sosial di wilayah tersebut. 

Sebagaimana dijelaskan dalam bagian awal bahwa 

konflik agraria dalam kondisi ini disebabkan oleh 

ketidaksesuaian antara kepemilikan lahan secara resmi 

dan praktik penguasaan yang sebenarnya oleh 

masyarakat telah berlangsung sejak lama, serta 

diperkuat oleh ketergantungan ekonomi dan sosial 

masyarakat setempat terhadap tanah. Penemuan ini 

menegaskan bahwa konflik lahan memiliki aspek 

sosial-politik yang penting bagi kestabilan sosial dan 

ketertiban daerah.  

 Konflik agraria antara masyarakat dan PTPN 

cenderung berkembang dengan cara yang tertutup 

sebelum akhirnya meningkat menjadi ketegangan yang 

terbuka. Pada tahap ini, konflik ditunjukkan oleh 

semakin banyaknya ketidakpuasan di kalangan 

masyarakat setempat, lalu berkembangnya narasi 

mengenai ketidakadilan, dan menurunnya penerimaan 

terhadap pengelolaan lahan di tingkat daerah. Pola 

tersebut menunjukkan bahwa konflik agraria dapat 

dipahami sebagai kemungkinan terjadinya kerawanan 

sosial yang dapat dikenali sejak awal dengan 

kewaspadaan dini. Dengan demikian, penelitian ini 

menjawab pertanyaan penelitian bahwa konflik agraria 

tidak hanya memengaruhi hubungan antara masyarakat 

dan pengelola perkebunan terkait, tetapi juga 

berdampak pada stabilitas sosial di daerah tersebut. 

 Cara menempatkan pentingnya konflik agraria 

menjadi penting karena merupakan bagian dari 

dinamika kewaspadaan sosial di wilayah tersebut. 

Metode yang menganggap konflik agraria dalam 

deteksi awal konflik yang tidak terlihat memungkinkan 

tindakan pencegahan untuk menghindari peningkatan 

konflik sosial dilakukan dengan lebih efisien. Dengan 

menghubungkan konflik agraria, pengelolaan konflik 

dan politik kewaspadaan daerah, artikel ini mendukung 

pendapat bahwa pengelolaan konflik agraria harus 

difokuskan tidak hanya pada penyelesaian setelah 

terjadinya konflik, tetapi juga pada langkah-langkah 

preventif guna memelihara stabilitas sosial di tingkat 

lokal. 
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Discussion 

Results shows that the most significant digital 

marketing strategies and services affecting hotel 

performance include user-friendly websites and apps, 

mobile check-in/check-out options, digital keys and 

round-the-clock customer support. For successful 

digital transformation in the hospitality sector, it is 

essential to align technology with the customer journey 

to ensure a seamless and consistent experience across 

all interactions with the hotel brand. Digital technology 

is revolutionizing the hospitality industry by reshaping 

the entire ecosystem. Hotel digital transformation 

involves integrating and leveraging digital tools and 

technologies to enhance guest experiences, streamline 

operational efficiency and refine business processes.  

The adoption of digital technologies has enhanced 

organizational and management practices, leading to 

increased labour productivity and cost-effectiveness. 

This digital transformation has enabled hotels to utilize 

smart technologies and analyse data to improve guest 

experiences and meet their expectations. 

The trend towards digitalization has been 

progressing for a while, but the pandemic has 

significantly accelerated this change for many 

hoteliers.  The recent McKinsey (2023) study indicates 

that the COVID-19 crisis has advanced the global 

digitalization of customer interactions, supply-chain 

management and internal operations by three to four 

years. The hotel industry must adapt its strategies and 

practices to keep up with changing consumer demands 

and maintain profitability. 

 

Moreover, this review provides valuable insights for 

scholars and academicians, serving as a foundation for 

future research. It recommends exploring specific 

technological innovations to enhance guest experiences 

and operational efficiency in hotels. Additionally, 

examining long-term effects, performing comparative 

studies across different regions and analysing guest 

perceptions will help build a thorough understanding of 

technological innovation in the hotel industry.  The 

study overall suggests that the hotel industry, including 

in Malaysia, should embrace sustainable marketing 

practices, especially by utilizing social media. The 

research reveals a significant link between customer 

engagement on hotel social media platforms and their 

purchasing intentions, emphasizing the rising 

importance of effective social media marketing 

strategies. 

 

Conclusion 

In conclusion, this review paper underscores the 

importance of technological innovation in the hotel 

industry post-pandemic. The research highlights how 
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COVID-19 has significantly impacted hospitality, 

necessitating the adoption of technology for future 

success. Traditionally, luxury hotels valued personal 

interactions, but the pandemic has disrupted this norm, 

prompted a re-evaluation and emphasized the 

integration of technological advancements. Moving 

forward, hotels must adopt innovations that focus on 

hygiene and contactless services in order to remain 

competitive and regain consumer trust. Embracing 

these advancements will be essential for meeting the 

evolving expectations of guests in a post-pandemic 

world. By prioritizing cleanliness and minimizing 

physical interactions, hotels can ensure a safer 

environment, enhance the guest experience and foster 

loyalty. This strategic movement not only addresses 

current health concerns but also positions hotels to 

better compete in an industry that increasingly values 

safety and convenience. 
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